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PENETAPAN

Nomor 1192/Pdt.G/2017/PA.Bpp
U ;
P
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut

dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di Kelurahan Batu Ampar,
Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,
Propinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut
Penggugat;

melawan

XxXxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai
Leasing , bertempat tinggal diKelurahan Sepinggan,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor
1192/Pdt.G/2017/PA.Bpp. tanggal 4 September 2017 telah mengajukan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah siri pada
tahun 2007, kemudian melakukan pengesahan nikah pada tanggal 10 April
2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 10
April 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir
bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Handil Muara Jawa, Kabupaten
Kutai Kartanegara, selama 6 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 2 anak bernama:

a. xxxxi, lahir di Balikpapan tanggal xxxx
b. xxxx, lahir di Balikpapan tanggal xxxx

Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat
sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut
Penggugat ketahui dari melihat pesan mesra dengan wanita lain. karena
merasa ketahuan oleh Penggugat, Tergugat malah marah kepada
Penggugat bahkan tidak segan untuk menyakiti jasmani Penggugat,
setelah menyakiti Penggugat kemudian Tergugat selalu meminta maaf
kepada Penggugat dan Penggugat juga selalu memaafkan setiap
kesalahan Tergugat berharap Tergugat mau memperbaiki diri. Akan tetapi,

Tergugat selalu saja mengulangi kesalahan yang sama;
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6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan sifat Tergugat, demi
mempertahankan rumah tangga, namun Tergugat tidak pernah berubah
dan menunjukkan i'tikad baik demi menjaga keutuhan rumah tangga,
sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan

hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 2017, yang akibatnya
Penggugat dengan Tergugagat sama-sama pergi meninggalkan rumah
sewaan dan pulang ke rumah orangtua masing-masing, sehingga sejak
saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal
bersama dan melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami

istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke

Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, xxxx) terhadap

Penggugat, (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis
Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh

upaya perdamaian melalui mediasi ;
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Bahwa dari laporan mediator ( Drs. Sutejo, S.H, M.H ) tertanggal 20
September 2017 yang pada intinya melaporkan bahwa Penggugat dan
Tergugat akan mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang
dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang tentang Peradilan Agama,
perkara cerai gugat bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan
Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun mediator perkara ini telah
berhasil melakukan upaya penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun
dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena
Penggugat dan Tergugat telah menyadari kekeliruannya dan berniat akan tetap
melanjutkan rumah tangga dengan rukun, mawaddah warahmabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Penggugat
dapat mencabut perkaranya secara sepihak, selama pihak Tergugat belum
menyampaikan jawabannya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa pecabutan gugatan tersebut cukup beralasan

menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;
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Menimbang, Majelis menganggap perlu untuk mengambil alih dalil
syariah sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana dalil berikut ini :

Kitab Muhadzab Juz lll, hal 319;

& aall adlan Y o=, Vg

Artinya : Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan

tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
1192/Pdt.G/2017/PA.Bpp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan
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dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri
dari Drs. Bahrul Amzah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.lbrohim, M.H dan
Drs. H. Abdul Manaf. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Dra.

Hj.Hairiah, S.H, M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar

hadirnya Tergugat
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Ibrohim,_ M.H Drs. Bahrul Amzah, M.H
Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Manaf
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M

Perincian Biaya :

Pendaftaran ' Rp. 30.000,-
Proses ' Rp. 50.000,-
Panggilan ' Rp. 175.000,-
Redaksi ' Rp. 5.000,-
Meterai ' Rp. 6.000,-
Jumlah ' Rp.

266.000,-
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